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ABSTRACT 

 

Economic growth and ecosystem sustainability are pressing global issues 

in the pursuit of achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). To align 

both objectives, environmentally conscious business licensing is essential to 

account for the environmental impacts of business activities. In Indonesia, business 

licensing is implemented based on a risk-based approach, where one of the 

requirements for Micro and Small Enterprises (MSEs) is to obtain a spatial 

utilization permit through a unilateral self-declaration. In Pasuruan Regency, the 

rapid growth of MSEs has triggered various spatial planning issues, such as the 

use of green open spaces and agricultural land for business purposes without 

regard to the Detailed Spatial Plan (RDTR), which, if left unchecked, could lead to 

spatial use violations. Therefore, this study aims to assess the conformity of spatial 

utilization permits submitted unilaterally through self-declarations by MSEs with 

the RDTR, and to examine the implementation of spatial use control in Pasuruan 

Regency. 

This research employed a mixed-methods approach. Data were collected 

through document analysis, field surveys, and interviews. The research population 

consisted of self-declarations submitted for the KRK in 2024 in areas covered by 

the RDTR and integrated with the Online Single Submission (OSS) system, using 

saturated sampling. Informants were selected through purposive sampling. Spatial 

analysis was used to assess the conformity of business locations with the RDTR, 

and thematic analysis was applied to interview data to evaluate the implementation 

of spatial use control. 

The research results show that 23 out of 40 locations did not comply with 

land use regulations, 19 out of 40 locations did not comply with spatial utilization 

intensity provisions, 31 out of 40 locations did not conform to building layout 

regulations, and 3 out of 40 locations did not meet the specific provisions for LP2B 

(Sustainable Agricultural Land). The most frequent violations were related to 

building layout regulations. These discrepancies were primarily caused by 

mismatches between business activity types and designated spatial functions, 

differences in base map usage, inaccuracies in zoning determination, and building 

regulation violations. Meanwhile, spatial control implementation in Pasuruan 

Regency has not been optimal due to limited human resources, the absence of 

regional regulations on spatial control, technical obstacles during surveys, and 

conflicts of interest. Proposed solutions include increasing community 

participation, drafting regional regulations on spatial control, and continuous 

outreach to business actors. Furthermore, enforcement actions have not yet 

reached the sanction stage due to the lack of a legal framework for prosecution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem menjadi isu yang 

sedang hangat dibicarakan di berbagai negara mengingat salah satu tujuan 

Sustainable Development Goals (SDGs) ke-8 berkaitan dengan pemberian 

pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi sedangkan SDGs ke-15 lebih 

berfokus pada keberlanjutan ekosistem lingkungan. Untuk menyelaraskan 

keduanya maka perlu adanya pemberian izin usaha yang berwawasan terhadap 

lingkungan, karena segala bentuk kegiatan usaha harus memperhatikan dampak 

yang akan timbul bagi lingkungan sekitarnya (Hayati, 2020). Sehingga 

keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dapat tercapai 

(Tabales dkk., 2024).  

Di Turki, peran Usaha Mikro Kecil (UMK) telah memberikan lapangan 

pekerjaan kepada 109 juta orang (Erdin dan Ozkaya, 2020). Untuk menjaga 

dampak negatif usaha terhadap lingkungan mengharuskan segala bentuk usaha 

di Turki mengajukan izin untuk memeriksa dampak usaha terhadap lingkungan 

serta menjaga kawasan hijau dari alih fungsi lahan (Çepni dan Kutluca, 2024). 

Sejalan dengan di Turki, peran UMK di Spanyol telah memberikan 72,2% 

lapangan pekerjaan sepanjang tahun 2018 (Expósito dkk., 2023). Persyaratan 

izin mendirikan usaha skala kecil ataupun besar di Spanyol dapat diberikan 

setelah adanya pertimbangan terhadap rencana tata ruang serta perlindungan 

lingkungan, yang dilakukan melalui pembatasan pada lokasi usaha serta ukuran 

bangunan tempat usaha yang akan didirikan (Steyger dkk., 2015). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perizinan usaha sektor UMK di beberapa negara telah 

mengarah pada keseimbangan keberlanjutan ekonomi dan perlindungan 

lingkungan. 

Sementara di Indonesia, berdasarkan data statistik tahun 2019 

memperlihatkan bahwa peran UMK telah mempekerjakan sebanyak 119,56 juta 

orang dan hingga maret 2021 sektor UMK telah menyumbang 61,07% Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Lubis dan Salsabila, 2024) yang mana dalam 
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mewujudkan pemberian izin usaha berwawasan lingkungan, pemerintah 

Indonesia memberlakukan perizinan berusaha berbasis risiko yang dilakukan 

dengan menganalisis tingkat risiko dari jenis kegiatan usaha yang akan 

dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Sehingga diharapkan 

mampu membuat izin usaha yang diterbitkan akan lebih tepat dan terukur 

(Rokhman dkk., 2024). Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko 

mewajibkan terpenuhinya persyaratan dasar perizinan usaha dengan adanya 

kesesuaian lokasi usaha dengan rencana tata ruang, persetujuan lingkungan, 

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di sisi lain untuk 

mendapatkan persetujuan lingkungan, para pelaku UMK hanya diwajibkan 

membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup (SPPL) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Dalam hal memperoleh dokumen PBG dan SLF, para pelaku 

UMK wajib mempunyai Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) berdasarkan 

Pasal 19 PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 

28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Sementara untuk kesesuaian lokasi 

usaha dengan rencana tata ruang, pelaku UMK cukup menggunakan pernyataan 

mandiri (self-declare) yang dibuat sepihak dengan menyatakan bahwa lokasi 

usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai Pasal 115 PP Nomor 21 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.  

Pemberlakuan pernyataan mandiri (self-declare) sebagai izin pemanfaatan 

ruang bagi UMK menunjukan komitmen pemerintah untuk memberikan 

kemudahan pelaku UMK dalam mendapat legalitas kegiatan usahanya. 

Kemudahan persyaratan izin usaha di sektor UMK dilaksanakan guna 

mendukung perkembangan sektor UMK (Susanti, 2021). Meskipun hal tersebut 

akan memberikan peluang munculnya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang 

dilakukan oleh UMK dikarenakan ketidaktahuan ataupun kurang pahamnya 

mengenai rencana tata ruang yang berlaku (Trimarwanti, 2014). Ketidaksesuaian 
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pemanfaatan ruang oleh UMK pada kenyataannya telah terjadi di berbagai 

daerah. Di Pandeglang, penyimpangan pemanfaatan ruang oleh usaha kecil di 

daerah perkotaan marak terjadi dengan penggunaan bahu jalan sebagai toko 

akibat dari besarnya peluang bisnis di lokasi tersebut yang tidak didukung 

dengan pemahaman pemanfaatan ruang yang baik (Hakim, 2018). Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Endasmoro dan Akliyah (2023) di Kecamatan Cianjur 

menunjukkan bahwa terdapat sekitar 3,92 Ha lahan yang dimanfaatkan tidak 

sesuai dengan pola ruang, salah satunya untuk kegiatan perdagangan dengan 

alasan bahwa masyarakat belum mengetahui atau kurang paham mengenai 

rencana tata ruang karena minimnya sosialisasi. Hal tersebut membuktikan 

bahwasanya kemudahan izin pemanfaatan ruang oleh pelaku UMK dapat 

memberikan celah adanya pemanfaatan lokasi usaha yang tidak sesuai dengan 

rencana tata ruang.  

Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh pelaku UMK sejatinya sudah 

diprediksi oleh regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan 

sudah adanya pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme 

penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri para 

pelaku UMK yang tertuang dalam Pasal 148 PP Nomor 21 Tahun 2021. 

Hasibuan (2006) dalam Nurhikmahwati dkk. (2021) menyatakan bahwa 

pengendalian pemanfaatan ruang memegang peran vital dalam memastikan 

segala kegiatan yang dilakukan dalam suatu wilayah sesuai dengan perencanaan 

yang telah dibuat, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan kegiatan 

pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal dilakukan di Indonesia.  

Data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasioanl (ATR/BPN) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015-2018 terdapat 

6.621 lokasi yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang, yang 

mana sampai Januari 2022 masih terdapat 3.625 kasus hasil audit tata ruang yang 

belum ditindak lanjuti (Sutaryono dkk., 2021). Praktik pengendalian 

pemanfaatan ruang yang belum optimal juga terjadi pada tingkat daerah. Di Kota 

Salatiga, pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang kurang maksimal 

dilaksanakan karena kegiatan pengawasan belum dilakukan sesuai dengan 
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peraturan yang ada (Setyaningsih, 2016). Sementara di Bengkulu, praktik 

pengendalian terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang tidak dilakukan 

oleh pemerintah daerah setempat karena belum dibuatnya peraturan zonasi yang 

mengatur pemanfaatan ruang pada wilayah tersebut (Qodriyatun, 2020). Hal 

tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat mekanisme pengendalian 

pemanfaatan ruang, akan tetapi dalam praktiknya masih banyak mengalami 

kendala sehingga belum dapat terlaksana dengan optimal. 

Di wilayah Kabupaten Pasuruan, jumlah UMK terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 

Kabupaten Pasuruan mengungkapkan bahwa pertumbuhan UMK di Kabupaten 

Pasuruan dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 

5.550 unit usaha (Pemerintah Kabupaten Pasuruan, 2018). Di tahun 2018 sektor 

UMK menguasai 99,8% dari total usaha ekonomi yang ada di Kabupaten 

Pasuruan (Syairozi dan Susanti, 2018). Hal tersebut disebabkan oleh dampak 

perkembangan wilayah di sekitar Kabupaten Pasuruan sehingga banyak kegiatan 

industri dan arus urbanisasi pelaku UMK ke wilayah Kabupaten Pasuruan yang 

tidak hanya menimbulkan peningkatan ekonomi melainkan juga permasalahan 

tata ruang di Kabupaten Pasuruan. Salah satunya dengan pemanfaatan ruang 

terbuka hijau sebagai tempat usaha (Wijayanti, 2021). Selain itu, pemanfaatan 

lahan pertanian untuk kegiatan pertokoan membuat banyaknya alih fungsi lahan 

pertanian di Kabupaten Pasuruan (Wiratama, 2024). Pemanfaatan lahan tidak 

sesuai dengan peruntukannya terutama pada lahan hijau banyak terjadi dengan 

adanya alih fungsi lahan untuk kebutuhan usaha perumahan ataupun kavling. 

(Arifin, 2021). Apabila hal tersebut tidak diimbangi dengan penegakan 

pengendalian pemanfaatan ruang dapat berpotensi menimbulkan maraknya 

pelanggaran pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan.  

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dituliskan pada paragraf 

sebelumnya, terlihat bahwa pertumbuhan UMK yang terjadi di Kabupaten 

Pasuruan terus meningkat, sementara perizinan pemanfaatan ruang melalui 

pernyataan mandiri (self-declare) yang tidak dikaji secara tata ruang 

memberikan peluang terjadinya ketidaksesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. 
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Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian “Penilaian 

Kesesuaian Izin Pemanfaatan Ruang Melalui Pernyataan Mandiri Berdasarkan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Wilayah Kabupaten Pasuruan”. Hal ini 

dilakukan untuk melihat sejauh mana kesesuaian pemanfaatan ruang yang 

dilakukan oleh pelaku UMK berdasarkan RDTR di wilayah Kabupaten Pasuruan 

serta bagaimana pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang telah di 

lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan selama ini.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian izin pemanfaatan ruang melalui pernyataan 

mandiri (self-declare) pelaku UMK berdasarkan RDTR di wilayah 

Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui 

pernyataan mandiri (self-declare) pelaku UMK pada wilayah yang sudah 

terdapat RDTR di Kabupaten Pasuruan? 

C. Batasan Masalah 

1. Bahwa penilaian kesesuaian izin pemanfaatan ruang oleh pelaku UMK 

melalui pernyataan mandiri (self-declare) yang diteliti dalam penelitian ini 

hanya terhadap pernyataan mandiri (self-declare) yang telah diajukan 

Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) tahun 2024.  

2. Bahwa RDTR Kabupaten Pasuruan yang digunakan dalam penelitian ini 

hanya yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS, yaitu 4 (empat) RDTR 

yaitu RDTR Wilayah Perencanaan Grati (WP Grati), RDTR Wilayah 

Perencanaan Gempol (WP Gempol), RDTR Bagian Wilayah Perencanaan 

Pandaan (BWP Pandaan) dan RDTR Wilayah Perencanaan Wonorejo (WP 

Wonorejo). Hal tersebut dikarenakan 4 (empat) RDTR lainnya yaitu RDTR 

Kraton, RDTR Bangil, RDTR Beji dan RDTR Purwosari masih dalam tahap 

revisi RDTR dan belum terintegrasi dengan sistem OSS. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui tingkat kesesuaian perizinan pemanfaatan ruang melalui 

pernyataan mandiri (self-declare) pelaku UMK berdasarkan RDTR di 

wilayah Kabupaten Pasuruan. 

b. Mengetahui pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui 

pernyataan mandiri (self-declare) pelaku UMK pada wilayah yang sudah 

terdapat RDTR di Kabupaten Pasuruan. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah dengan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi 

penelitian berikutnya dalam mengkaji mengenai dampak kesesuaian 

perizinan pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (self-declare) 

pelaku UMK berdasarkan RDTR di wilayah Kabupaten Pasuruan. 

Sehingga dapat melengkapi kekurangan yang muncul dalam penelitian 

ini. 

b. Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian adalah dengan adanya 

penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah 

khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan mengenai kondisi 

kesesuaian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh para pelaku UMK 

sehingga dapat menjadi acuan dalam menentukan kebijakan kedepannya 

berkaitan dengan strategi yang ditempuh dalam melakukan pengendalian 

pemanfaatan ruang terhadap pernyataan mandiri (self-declare) pelaku 

UMK.   
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BAB VII 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang mengacu 

pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, antara lain: 

1. Dari hasil analisis tingkat kesesuaian izin pemanfaatan ruang melalui 

pernyataan mandiri (self-declare) berdasarkan RDTR di wilayah Kabupaten 

Pasuruan adalah sebagai berikut: 

a. Kesesuaian ketentuan penggunaan lahan, dari 40 lokasi usaha sebanyak 

17 lokasi (42,5%) sesuai, 23 lokasi (57,5%) tidak sesuai. 

b. Kesesuaian intensitas pemanfaatan ruang, dari 40 lokasi usaha sebanyak 

15 lokasi (37,5%) sesuai, 19 lokasi (47,5%) tidak sesuai dan 6 lokasi 

(15%) tidak dapat dinilai karena belum terbangun; 

c. Kesesuaian tata bangunan, dari 40 lokasi usaha sebanyak 3 lokasi (7,5%) 

sesuai, 31 lokasi (77,5%) tidak sesuai dan 6 lokasi (15%) tidak dapat 

dinilai karena belum terbangun; 

d. Kesesuaian ketentuan khusus LP2B, dari 40 lokasi usaha sebanyak 37 

lokasi (92,5%) sesuai atau tidak masuk LP2B, 3 lokasi (7,5%) tidak 

sesuai karena masuk dalam deliniasi LP2B. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa jenis ketidaksesuaian paling 

banyak akibat melanggar ketentuan tata bangunan sebanyak 31 dari 40 

lokasi usaha, selain itu pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan lahan 

juga menunjukan jumlah yang banyak dengan jumlah 23 dari 40 lokasi 

usaha. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian tersebut 

terjadi mulai dari jenis kegiatan usaha bertentangan dengan peruntukan 

ruang, perbedaan penggunaan peta dasar, akurasi dalam penentuan zona 

peruntukan ruang serta adanya pelanggaran terhadap ketentuan bangunan; 

2. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan belum 

berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain 

terbatasnya SDM, belum adanya Perda ataupun Perkada yang secara khusus 

mengatur pengendalian pemanfaatan ruang, lokasi usaha tidak ditemukan, 
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pelaku usaha tidak berkenan untuk disurvei, serta adanya konflik 

kepentingan yang menghambat proses pengawasan. Berdasarkan identifikasi 

permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa solusi strategis, antara 

lain dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian 

pemanfaatan ruang, percepatan penyusunan peraturan daerah sebagai dasar 

hukum pengawasan di tingkat daerah, serta pelaksanaan sosialisasi yang 

masif dan berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai 

pentingnya penataan ruang. Sementara itu tindakan terhadap pelanggaran 

pemanfaatan ruang belum sampai pada tahap pemberian sanksi, hal ini 

karena belum adanya payung hukum pada tingkat daerah sebagai dasar 

penindakan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Penelitian ini belum membahas secara spesifik mengenai dampak 

ketidaksesuaian izin pemanfaatan ruang melalui pernyataan mandiri (self-

declare) terhadap lingkungan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti 

selanjutnya untuk mengembangkan kajian lebih lanjut dengan fokus pada 

analisis dampak lingkungan dari ketidaksesuaian tersebut, guna memberikan 

rekomendasi lebih lengkap dalam strategi pelaksanaan pengendalian ruang 

pemanfaatan ruang di Kabupaten Pasuruan; 

2. Kementerian ATR/BPN perlu mengevaluasi pelaksanaan izin pemanfaatan 

ruang melalui pernyataan mandiri (self-declare) sehingga permasalahan 

ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dapat diminimalisir sejak awal 

permohonan. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu 

mengoptimalkan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui 

percepatan penyusunan regulasi daerah yang secara khusus mengatur 

mekanisme pengendalian. Selain itu, perlu adanya pengembangan sistem 

pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis partisipasi masyarakat.  
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